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Permasalahan pada penelitian ini yaitu belum maksimalnya kebijakan 
transportasi angkutan umum Bus Damri Kabupaten Kampar oleh Dinas 
Perhubungan kabupaten Kampar. Kurang  berhasil memberikan pelayanan 
sebagai moda transportasi umum untuk masyarakat yang baik dalam sarana, 
prasarana, maupun pelayanannya serta bnayaknya fasilitas yang tidak terawat 
dan banyak mengalami kerusakan dan belum adanya perbaikan yang dilakukan 
oleh pihak pengelola Bus Damri maupun pemerintah daerah. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui kebijakan transportasi angkutan umum bus Damri di 
kecamatan XIII Koto Kampar dan mengetahui faktor-faktor penghambat 
kebijakan transportasi angkutan umum tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif 
dengan penjelasan kualitatif. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui 
wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data diperoleh melalui proses 
reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan data verifikasi. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan transportasi angkutan umum Bus 
Damri bagi masyarakat XIII Koto Kampar menggunakan Peraturan Perundang-
undangan No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) yang 
meliputi Indikator Keamanan, Keselamatan, Keteraturan, Kenyamanan, 
Keterjangkauan. Kebijakan transportasi angkuatan umum Bus Damri bagi 
masyarakat XIII Koto Kampar dinilai Belum Maksimal. Karena dari 5 yang 
menjadi sub Indikator, 4 diantaranya belum sepenuhnya terlaksana. 
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 “Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” 
(Q.S Al Insyirah: 6) 
“Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, 
padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu 
beriman” 
 “Tidak ada satupun msibah (cobaan) yang menimpa seseorang muslim berupa 
duri atau yang semisalnya, melainkan dengannya Allah akan mengangkat 







1.1 Latar Belakang Masalah 
Negara Indonesia merupakan negara konstitusi, bersendikan demokrasi, dan 
berbentuk  republik  kesatuan,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1  angka  (1) 
Undang-Undang  Dasar  1945  yang  menyebutkan  Negara  Indonesia  ialah  
negara kesatuan yang berbentuk republik, dan dipertegas dengan Pasal 37 ayat (5) 
bahwa khusus  mengenai  bentuk  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  tidak  
dapat dilakukan  perubahan.  Asas-asas  yang  pada  awalnya  adalah  asas  
sentralisasi  dan konsentrasi,  berkembang  menjadi  asas  desentralisasi  dan  
dekonsentrasi,  dengan prinsip demokrasi, peran serta, prakarsa dan aspirasi 
masyarakat sendiri atas dasar pemerataan  dan  keadilan  serta  sesuai  dengan  
kondisi,  potensi  dan  keragaman daerah.  Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  32  
Tahun  2004  dan  Undang-undang Nomor  12  Tahun  2008  Tentang  
Pemerintahan  Daerah,  berkaitan  erat  dengan perubahan kebijaksanaan 
desentralisasi di Indonesia. 
Undang-undang ini membawa pergeseran paradigma terhadap 
penyelenggaraan pemerintahan mulai dari pemerintahan pusat sampai pada 
Pemerintahan Desa. Inilah konsekuensi dari sebuah tuntutan kebijakan dan 
paradigma baru yang harus dipilih.Undang-undang ini telah memberikan otonomi 
yang jauh lebih besar kepada daerah otonom yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten 





derajat keadilan sosial serta distribusi kewenangan secara proporsional antara 
Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam 
hal penentuan kebijakan publik, penguasaan aset ekonomi dan politik serta 
pengaturan sumber daya lokal (Affan Gaffar, 2006 : 72). 
Terkait dengan hal di atas, Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 
Amandemen Keempat menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia 
dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas Kabupaten 
dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai 
pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang. Negara pada 
hakikatnya sangat menghargai hak-hak asal usul suatu daerah yang telah otonomi 
sepenuhnya dalam mengatur dan mengelola rumah tangganya sendiri.Salah satu 
urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom adalah penyelenggaraan sistem 
transportasi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Transportasi 
merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda 
perekonomian, memperkukuh persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua 
aspek kehidupan bangsa dan negara. Pentingnya transportasi, baik darat, laut 
maupun udara, ini tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa 
angkutan bagi mobilitas orang serta barang. 
Transportasi darat merupakan salah satu yang sangat penting bagi 
pertumbuhan ekonomi suatu wilayah bahkan suatu Negara. Transportasi darat 
harus menciptakan suatu system yang menjamin pergerakan manusia, barang dan 
jasa, seperti memberikan pelayanan berkapasitas cukup, cepat, aman, nyaman, 





saat ini masih bermunculan. Kemacetan dikota besar, jalan yang rusak halte yang 
tidak mendukung dan permasalahan yang lainnya masih menjadi berita yang 
didengar hamper setiap hari.  
Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dibidang transortasi darat yaitu 
dengan dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan dijelaskan bahwa transportasi darat seperti asas-asas dan tujuan 
penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, asuransi, tarif angkutan dan juga 
diatur mengenai tanggung jawab pihak pengangkut. Undang-undang No. 22 
Tahun 2009 tentang LLAJ pasal 3 yangg berbunyi: “ Transportasi jalan 
diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan 
dengan aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, maupun 
memadukan moda transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah 
daratan, untuk menunjang pemerataan pertumbuhan dan stabilitas sebagai 
pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang 
terjangkau oleh masyarakat.” Melihat dari isi Undang-undang No. 22 Tahun 2009 






tetapi pada kenyataannya Bus Damri di Kabupaten Kampar masih memiliki 





berkualiatas kepada para penumpang adalah salah satu yang harus diperhatikan 
dalam pelayanan dibidang transportasi/angkutan umum. Pelayanan dibidang 
transportasi mengacu pada undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas 
dan angkutan jalan sebagai landasan hukum bagi pembinaan dan penyelenggaraan 
lalu lintas dan angkutan. 
Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan 
(LLAJ)  Pasal 213 ayat 2b yang berbunyi pemerintah membangun dan 
mengembangkan sarana dan prasarana Lalu Lintas dan ngkutan Jalan yang ramah 
lingkungan, menjadi acuan dalam melihat sarana dan prasarana transportasi yang 
diberikan oleh Perum Damri kepada masyarakat. 
Kabupaten Kampar merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di 
Provinsi Riau dan terkenal dengan sebutan Bumi Sarimadu.Luas wilayah 
Kabupaten Kampar adalah 10.928,20 kilometer persegi. Letak goegrafisnya 
membentang antara 1° 00’40” garis lintang utara sampai 0° 27’00” lintang selatan 
dan 100° 28’30” bujur barat sampai 101° 14’30” bujur timur serta berbatasan 
langsung dengan Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Kampar memiliki wilayah 
yang luas, sehingga masyarakat membutuhkan sistem transportasi yang baik untuk 
menjalankan aktivitas sehari-hari.Pengelolaan sistem transportasi di Kabupaten 
Kampar dipegang oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar sesuai dengan 
Peraturan Bupati Kampar Nomor 35 Tahun 2008. Untuk mengetahui jumlah 








Data Jumlah Penduduk Kabupaten kampar 
Tahun Jumlah Penduduk 
2015 683.764 Jiwa 
2016 783.880 Jiwa 
2017 885.672 Jiwa 
2018 933.202 Jiwa 
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kampar 
Kabupaten kampar terkenal sebagai salah satu tujuan kota perdagan dan 
pendidikan, maka dari itu banyak orang datang untuk bersekolah dan mencari 
pekerjaan dikabupaten kampar, sehingga kota ini semakin padat dan ramai oleh 
kedaraan yang berlalu lalang dijalan, akibat dari keramaian ini lalu lintas 
dikabupaten kampar kota bangkinang mulai macet, dimana-mana kita akan 
menemukan banyaknya bangunan-bangunan yang besar menghiasi kota sehingga 
lahan semakin sedikit untuk keperluan sarana publik. Kondisi inilah yang 
membuat pemerintah harus berinisiatif untuk mengatur sistem transportasiyang 
lebih baik dikabupaten kampar sehingga kota ini dapat berkembang menjadi kota. 
Bus Damri merupakan salah satu dari sekian banyak perusahaan otobus yang 
beroperasi di Kabupaten Kampar yang melayani jasa transportasi bus kota rute 
bangkinang – XIII Koto Kampar yang memiliki persaingan dengan bus – bus lain 
seperti angkutan kotaminibus yang beroperasi di trayek rute yang sama maupun 
melewati rute yang searah. 
Operasional bus DAMRI di Kabupaten Kampar telah dimulai sejak 24 Juli 
2017, pengoperasian ini termasuk ke dalam pengawasan Dinas Perhubungan 
Kabupaten Kampar pada bidang transportasi darat. Saat ini kondisi trayek bus 





Trayek utama dari PERUM DAMRI Cabang Riau adalah trayek yang 
menghubungkan Terminal Kampar menuju Bandara Internasional Sultan Syarif 
Kasim II dan trayek kedua merupakan tujuan pariwisata yang melayani 
penumpang menuju objek wisata Candi Muara Takus dari Terminal Kampar. 
Beroperasinya Armada Bus Damri menandai kemajuan transportasi di 
Kabupaten Kampar pada era kepemimpinan Almarhum Bupati Kampar H Aziz 
Zaenal, SH, MM dan Catur Sugeng Susanto,SH. Bus Damri yang merupakan 
suatu unit usaha Badan Milik Negara (BUMN) ini melayani trayek Bangkinang ke 
Candi Muara Takus Kecamatan XIII Koto Kampar yang mulai melayani 
penumpang pada 26 Oktober 2017 dengan ongkos gratis selama uji coba 1 
minngu. Setelah melaksanakan uji coba selama satu minggu bus damri trayek 
bangkinang ke XIII Koto Kampar akan memungut biaya dengan tarif sekali jalan 
sebesar Rp. 10.000,- perorang untuk penumpang umum, dan untuk pelajar akan 
dikenakan tarif sebesar Rp. 5000,- perorang bagi yang mempunyai kartu pelajar. 
Bus yang akan beroperasi di XIII Koto Kampar sebanyak 2 bus, bus damri 
mempunyai kapasitas 18 tempat duduk dan dilengkapi dengan pendingin udara. 
Adapun jumlah bus dan penumpang yangberangkat dari terminal kabupaten 











Daftar jumlah bus dan penumpang yang berangkatdi tahun  















2018 Damri 385.834 
2019 Damri 125.384 
Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Dinas Perhubungan Kabupaten 
Kampar,27 juni 2019 
 
Dari tabel 1.2 dapat diketahui bahwah tingkat jumlah penumpang penumpang 
yang menggunakan jasa angkutan umum Bus lebih banyak mengalami penurunan, 
2017-2019 terjadi penurunan terbesar dari  525.353 penumpang hingga sampai 
menurun menjadi 125.384 penumpang. Terdapat permasalahan berdasarkan 
wawancara dengan informan bahwa akibat campur tangan dari adanya Bus swasta 
(suvar ven) yang bebas masuk. Untuk pemeliharaan sarana dan prasarana, 
pemerajaan akan dilakukan juga sudah memang sudah perlu dan ada dana, tetapi 
semenjak adanya campur tangan pihak swasta lainnya, lahan pencarian uang 
menjadi sempit sehingga peremajaan pas bus minim dilakukan. Beberapa 
penurunan level kualitas pelayanan yang memicu penurunan jumlah penumpang 
pada perum damri dapat dilihat pada tabel berikut:  
Tabel 1.3 
Penurunan Kualitas Pelayanan 
No Penurunan Kualitas Pelayanan 
1 Fasilitas seperti AC dalam bus DAMRI mengalami kerusakan, serta 
keterlambatan waktu datang bus 
2 Kurangnya kenyamanan yang diberikan kepada konsumen karena tempat 
duduk 
3 Dari kurangnya berfungsi AC serta banyak kursi dan keterlambatan waktu 
bus 





Berdasarkan penjelasan Undang-undang No. 22 Tahun2009 pada pasal 213 
telah terdapat indikator dalam hal membangun dan mengembangkan sarana dan 
prasarana lalu lintas angkutan jalan yang ramah lingkungan namun pada 
kenyataan masih belum berjalan dengan semestinya. Sistem prasarana transportasi 
mempunyai ciri utama yaitu melayani pengguna dimana dalam pemilihan dan 
pengguna alat (moda) transportasi perlu disiapkan tempat moda tersebut bergerak, 
seperti jalan raya, rel kareta api, pelabuhan laut dan bandar udara. Sedangkan 
sistem sarana transportasi lebih mengarah kepemilihan jenis moda. Secara umum 
moda transportasi dibedakan menjadi dua, yaitu kendraan pribadi dan kendraan 
umum penumpang atau angkungan umum. 
Menurut Nasir S.E,MM selaku kepala UPTD Pengelolaan Damri Kampar  
bus dijadwalkan 2 kali keberangkatan, baik dari terminal bangkinang maupun ke 
candi muara takus. Jarak terminal ke candi muara takus lebih kurang dari 57 
kilometer. 
Tabel: 1.4 







1 08.30 WIB 10.30 WIB  
2 11.30 WIB 13.30 WIB WAKTU SHALAT 
DZUHUR 
3 15.00 WIB 17.00 WIB WAKTU SHALAT ASHAR 






1 07.00 WIB 09.00 WIB  
2 11.30 WIB 13.30 WIB WAKTU SHALAT 
DZUHUR 
3 15.00 WIB 17.00 WIB WAKTU SHALAT ASHAR 
Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Dinas Perhubungan Kabupaten 





Standar Operasi Bus Damri kabupaten Kampar 
1. Bus beroperasi tiap hari pukul: 
07.00 – 17 -30 Wib 
2. Jumlah penumpang maksimal: 
Duduk 18 dan berdiri 10 = 28 orang 
3. Kecepatan bus : 
30 – 50 dalam kota 
4. Waktu tunggu: 
10-15 menit 
5. Bus berhenti tiap halte : 
45-60 detik 
6. Ketepatan waktu kedatangan: 
10-15 menit 
7. Ac dalam Bus 
25-270C 
8. AUDIO Syistem 
Maksimal level 4 atau 10 level 
9. Tarif penumpang: 
Rp. 10.000,-Umum/Mahasiswa 
Rp. 5.000,-Pelajar 
10. Rute Bus Damri  
Candi Muara Takus-Bangkinang 





Bus Damri Kabupaten Kampar mempunyai 2 trayek, antara lain adalah 
sebagai berikut: 
1. KORIDOR 1 : BANGKINANG-CANDI MUARA TAKUS 
Jl. Raya Bangkinang Lintas Sumbar - XIII Koto Kampar 
2. KORIDOR 2: BANGKINANG-BANDARA SUTAN SYARIF KASIM 
RIAU 
Jl. Raya Bangkinang,Pekanbaru, - Jl.HR. Subrantas-Jl.Sukarno Hatta-Jl. 
Arifin ahmad – Jl. Jend. Sudirman  
Jadi kurang efisiennya Bus Damri Kabupaten Kampar dari beberapa hal yaitu 
kurang berhasil memberikan pelayanan sebagai moda transportasi umum untuk 
masyarakat yang baik dalam sarana, prasarana, maupun pelayanannya. 
Berdasarkan permasalahan yang diungkapkan diatas maka penulis ingin 
mengetahui efektivitas pengelolaan pada Bus Damri dan bagaimana peran 
pemerintah terhadap pengoperasian Bus Damri. Berdasarkan dari masalah diatas, 
maka peneliti mengambil judul “Implementasi Kebijakan Transportasi 
Angkutan Umum Bus Damri (Djawatan Angkoetan Motor Republik 











1.2 Rumusan Masalah 
Masalah dapat muncul karena adanya keraguan tentang keadaan 
sesuatu,sehingga ingin diketahui keadaannya secara mendalam dan efektif. 
Bertitik tolak dari latar belakang dan persoalan yang ditemui, maka rumusan 
masalah yang akan menjadi arahan dan pedoman dalam penelitian, yaitu: 
1. Untuk Mengetahui Implementasi Kebijakan Transportasi Angkutan Umum 
Bus Damri Bagi Masyarakat Di Kecamatan XIII Koto Kampar! 
2. Apa Saja Kendala Dalam Pelaksanaan Kebijakan Transportasi Angkutan 
Umum Bus Damri Di Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian adalah untuk memperjelas dan menghindari terjadinya 
kesimpangsiuran.Adapun tujuan penelitian yaitu  
1. Mengetaui Implementasi Kebijakan Bus Damri  Bagi Masyarakat di 
Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar. 
2. Untuk Mengetahui Kendala-kendala Dalam Pelaksanaan Kebijakan 
Transportasi Angkutan Umum Bus Damri di Kecamatan XIII Koto 
Kampar Kabupaten Kampar. 
 
1.4 Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berfikir penulis 





2. Sebagai informasi bagi yang membutuhkan tentang bagaimana 
Implementasi kebijakan Bus Damri  Bagi Masyarakat di Kecamatan XIII 
Koto Kampar Kabupaten Kampar” 
 
1.5 Sistematika Penulisan 
Dalam memperoleh gambaran umumyang sistematis serta lebih terarahnya 
penulisan penelitian ini, maka penulis merasa perlu mengklasifikasikan 
sistematika penulisannya sebagai berikut: 
BAB I : PENDAHULUAN 
Dalam BAB I ini Pendahuluan berisikan tentang latar belakang, 
rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika 
penulisan. 
BAB II : KERANGKA TEORI 
Dalam BAB II ini mengemukakan teori yang melandasi pembahasan 
yang berhubungan dengan judul penelitian, yang terdiri dari: landasan 
teori, konsep operasional dan kerangka pemikiran 
BAB III : METODE PENELITIAN 
Dalam BAB III ini menguraikan tentang jenis penelitian, lokasi dan 
waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik 








BAB IV: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
Pada bab ini penulis akan mengemukakan mengenai Gambaran 
Umum Daerah Penelitian, Kondisi Geografis, Jumlah Penduduk, 
Agama, Mata Pencarian, Pembangunan serta Organisasi dan Tata 
Laksana. 
BAB V : PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini penulis menguraikan tentang Pembahasan dan Hasil 
Penelitian yang dilakukan. 
BAB VI : PENUTUP 
Pada bab ini merupakan bab penutup dari seluruh rangkaian skripsi 
ini. Dimana akan diberikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil 
analisis dan pembahasan serta mengemukakan beberapa saran yang 










2.1    Konsep Otonomi Daerah 
2.1.1 Pengertian Otonomi Daerah 
 Otomi daerah berasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004, tentang 
pemerintah daerah mendefenisikan otonomi daerah sebagai hak, wewenang dan 
kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusa pemerintahan 
dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
Dan daerah otonom disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
mempunyai batas-batas wilayah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan 
dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi 
masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Menurut Masud Said (2008:6) dalam Almasri dan Alkhadafi (2018:65) otonomi 
daerah dipahami sebagai sebuah proses devolusi dalam sektor publik dimana terjadi 
pengalihan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi dan 
kabupaten/kota. Dengan kata lain, dalam konteks indonesia, otonomi daerah diartikan 
sebagai proses pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah 
provinsi dan kabupaten/kota yang diamanatkan oleh Undang-undang. 
Sangkan Surmaryadi (2005:48) mengatakan otonomi daerah adalah keleluasaan 
dalam bentuk hak dan wewenang serta kewajiban dan tanggung jawab badan 





sebagai manivestasi dari desentralisasi.Sedangkan daerah otonom adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang dan mengatur 
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri sesuai dengan perundang-
undangan. Pemerintah daerah dengan otonom adalah proses peraliahan dari sistem 
dekonsentrasi kedesentralisasi. Tujuan otonomi adalah mencapai efesiensi dan 
efektivitas dalam pelayanan kepada masyarakat. Tujuan yang hendak dicapai dalam 
penyerahan urusan ini adalah antara lain; menumbuhkembangkan daerah dalam 
berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan 
kemandirian daerah, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan, 
sejalan dengan penyerahan urusan, apabila urusan tersebut akan menjadi beban 
daerah maka akan dilaksanakan melalui asas pembantuan. 
Dengan demikian, dampak pemberian otonomi daerah ini tidak terjadi pada 
organisasi/administrative lembaga pemerintah daerah saja, akan tetapi berlaku juga 
pada masyarakat (publik). 
 
2.2    Konsep Kebijakan Publik 
2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik 
Kebijakan atau policy berkaitan dengan perencanaan, pengambilan dan 
perumusan keputusan, pelaksanaan keputusan, dan evaluasi terhadap dampak dari 
pelaksanaan keputusan tersebut terhadap orang banyak menjadi sasaran 





berwenang untuk mengatur kehidupan bernegara yang menjadikan pedoman guna 
mnylsaikan masalah yang terjadi dan mencegah timbulnya masalah publik. 
Menurut Shore dan Wright dalam (Marzali 2012:20) Kebijakan adalahinstrumen 
teknis dan rasional untuk menyelesaikan masalah.Titmuss mengatakan dalam 
(Suharto 2012:7) Kebijakan adalah sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan 
yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. 
Selanjutnya Menurut Thomas R. Dye dalam (Winarno 2008:17) Kebijakanadalah 
sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, kebijakan publik 
pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial. 
Namun, kebijakan bisa juga dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa masalah 
sosial akan dapat dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya 
tidak memerlukan tindakan tertentu. 
Untuk memecahkan, mengurangi atau mencegah terjadinya suatu masalah 
diperlukan suatu kebijakan yang diformulasikan dengan mempunyai tujuan dan 
sasaran tertentu, dimana untuk mencapai tujuan dan sasaran dari kebijakan tentu 
diperlukan suatu implementasi dari kebijakan itu sendiri yang merupakan proses lebih 
lanjut dari tahap formulasi kebijakan. 
Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahawa 
kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan 
oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-





Berikut adalah tahap-tahap yang penting sangat diperlukan dalam upaya 
melahirkan kebijakan yang baik dan dapat diterima sebagai keputusan. Tahap-tahap 
dalam kbijakan ( Sugandi, 2011:82 ) tersebut yaitu: 
1. Identifikasi Masalah  
Sebelum kebijakan ditetapkan dan dilaksanakan, pembuat kebijakan 
perlumenyusun agenda dan memasukkan dan memilih masalah-masalah mana 
saja yang akan dijadikan prioritas untuk dibahas. Masalah-masalah terkait 
dengan kebijakan akan dikumpulkan sebanyak mungkin untuk diseleksi. Pada 
tahap ini masalah dimasukkan kedalam agenda untuk dipilih. Terdapat masalah 
yang ditetapkan sebagai focus pembahasan masalah mungkin ditunda 
pembahasannya atau tidak disentuh sama sekali. Masing-masing masalah yang 
dimasukan atau tidak dimasukkan dalam agenda memiliki argumentasi masing-
masing. Pihak-pihak yang terlibat dalam tahap penysunan agenda harus secara 
jeli meliahat masalah-masalah mana saja yang memiliki tingkat relevansi tinggi 
dengan masalah kebijakan sehinnga pemilikan dapat menemukan masalah 
kebijakan yang tepat.  
2. Formulasi kebijakan  
Masalah yang sudah dimasukan dalam agenda kebijakan kemudian dibahas 
oleh pembuat kebijakan dalam tahap formulasi Dari berbagai masalah yang ada 
tersebut ditentukan masalah yang mana yang merupakan masalah yang benar-






2.3 Implementasi Kebijakan 
Secara umum Implementasi dalam kamus besar Indonesia berarti pelaksanaan 
atau penerapan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan 
yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi merupakan sebuah 
penempatan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis 
sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan 
maupun nilai dan sikap. 
Menurut Riplay dan Franklin (dalam Winarno 2012), mendefenisikan bahwa 
implementasi adalah apa yang terjadi setelah Undang-undang ditetapkan yang 
memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis 
keluaran yang nyata (tangible output). Implementasi mencakup tindakan-tindakan 
oleh berbagai actor, khususnya birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program 
bderjalan. 
Sementara itu, Grindle juga memberikan pandangan tentang implementasi 
dengan mengatakan bahwa secara umum,tugas implementasi adalah membentuk 
suatu kaitan yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai 
dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Lebih jelasnya Merilee S. Grindle dalam 
(Subarsono 2013), mendefenisikan bahwa pandangannya tentang implementasi secara 
umum tugas implementasi adalah membuat suatu kaitan yang memudahkan tujuan-
tujuan kebijakan bisa terealisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. 





system”, dimana sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan haraparan 
sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan. 
Implementasi merupakan aspek penting dalam keseluruhan proses kebijakan dan 
merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan sarana dan prasarana 
tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Pada dasarnya implementasi kebijakan 
adalah upaya untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan melalui program-program 
agar dapat terpenuhi pelaksanaan kebijakan itu. 
Lebih lanjut dijelaskan oleh Wahab (2014:203-211), bahwa tahapan-tahapan 
implementasi ditinjau dari: 
1. Keluaran Kebijakan (keputusan) 
Merupakan penterjemahan atau penjabaran dalam bentuk peraturan-peraturan 
khusus, prosedur pelaksanaan yang baru ataupun tetap memproses kasus-kasus 
tertentu, keputusan penyelesaian sangketa (menyangkut perizinan dan sebagainya), 
serta pelaksanaan keputusan penyelesaian sangketa. 
2. Kepatuhan Kelompok Sasaran 
Merupakan suatu sikap ketaatan secara konsisten dan para pelaksana atau 
pengguna (aparat pemerintah dan masyarakat) terhadap keluaran kebijakan yang 
telah ditetapkan. 
3. Dampak Nyata Kebijakan 
Adalah hasil nyata antara perubahan perilaku antara kelompok sasaran dengan 
tercapainya tujuan yang telah digariskan, hal ini berarti bahwa keluaran kebijakan 





tidak ada upaya penggerogotan terhadap pelaksanaan serta peraturan tersebut 
memilki dampak kausalitas (sebab-akibat) yang tinggi. 
4. Persepsi Terhadap Dampak 
Yaitu penilaian atau perubahan yang akan didasarkan pada nilai-nilai tertentu 
yang dapat diatur atau dirasakan manfaatnya oleh kelompok-kelompok masyarakat 
dan lembaga-lembaga tertentu terhadap dampak nyata pelaksanaan kebijakan, 
yang kemudian menimbulkan upaya-upaya untuk mempertahankan atau 
mendukung, bahkan merubah serta merevisi kebijakan tersebut. 
Lebih jauh menurut mereka implementasi mencakup banyak macam kegiatan 
yaitu: 
1. Badan-badan pelaksanaan yang ditugasi oleh Undang-undang dengan tanggung 
jawab menjalankan program harus mendapat sumber-sumber yang dibutuhkan 
agar implementasi berjalan lancar. Sumber-sumber ini meliputi personil, peralatan, 
lahan tanah, bahan-bahan mentah dan uang. 
2. Badan badan pelaksanaan mengembangkan bahasa anggaran dasar menjadi 
arahan-arahan konkret, regulasi, serta rencana-rencana dan desain program. 
3. Badan-badan pelaksanaan harus mengorganisasikan kegiatan-kegiatan mereka 
dengan menciptakan unit-unit birokrasi dan rutinitas untuk mengatasi beban kerja. 
Maksudnya adalah badan-badan pelaksana memberikan keuntungan atau 
pembatasan kepada para kelompok-kelompok target. Mereka juga memberikan 
pelayanan atau batasan-batasan tentang kegiatan yang bisa di pandang sebagai wujud 





Van meter dan Horn dalam Winarno, (2008:146) membatasi implementasi 
kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu ( 
kelompok-kelompok ) pemerintah yang di arahkan untuk mencapai tujuan yang telah 
di tetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Maksudnya adalah 
tahap implementasi kebijakan tidak akan di mulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran 
di tetapkan oleh keputusan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya 
setelah undang-undang di tetapkan dan dana di sediakan untuk membiayai 
pelaksanaan program tersebut. 
Dalam keberhasilan implementasi kebijakan sangat berkaitan erat dengan 
beberapa aspek diantaranya pertimbangan para pembuat kebijakan, komitmen dengan 
konsistensi tinggi para pelaksana kebijakan, dan perilaku sasaran. Implementasi 
sebuah kebijakan secara konseptual bisa dikatakan sebagai sebuah proses 
pengumpulan sumber daya alam, manusia maupun biaya dan diikuti dengan 
penentuan tindakan-tindakan yang harus diambil untuk mencapai tujuan kebijakan. 
George C. Edward III (Winarno 2008:175-203) mengenai 
pandanganimplementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu: (1) 
komunikasi (2) sumber daya (3) disposisi (4) struktur birokrasi. Keempat variabel 
tersebut saling berhubungan satu sama lain. 
Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada 
organisasi atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, dan 





Sumber daya (Resources) berkenaan dengan ketersediaan sumber daya 
pendukung, khususnya sumber daya manusia. Hal ini berkenaan dengan kecakapan 
pelaksana kebijakan secara efektif. 
Disposisi berkenaan dengan kesediaan dari pada implementator kebijakan publik 
tersebut. Kecakapan saja tidak cukup tanpa kesediaan dan komitmen untuk 
melaksanakan kebijakan. 
Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang 
menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. 
Dari beberapa definisi diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan 
menyangkut minimalnya tiga hal, yaitu:Adanya tujuan dan sasaran kebijakan, Adanya 
aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, danAdanya hasil kegiatan tersebut. 
Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan 
adalah suatu proses dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas 
atau kegiatan yang terarah sehingga ada akhirnya akan mendapat suatu hasil dengan 
tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. 
2.3.1 Pelaksanaan Kebijakan 
Pemerintah dalam membuat peraturan yang mengatur tentang transportasi 
umum mengacu pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan 
angkutan jalan (LLAJ). Suatu kebijakan dibuat untuk menyelesaikan permasalahan 
serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan publik. Setiap kebijkaan yang dibuat memiliki 
tujuan yang dicapai oleh pembuat kebijakan, yaitu pemerintah. Undang-undang No 





mengembangkan sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ramah 
lingkungan. 
 
2.4 Konsep Transportasi 
2.4.1 Pengertian Transportasi  
Dengan diundangkannnya undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang otonomi 
daerah bahwah setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengembangkan 
wilayahnya.Dalam pembangunan ini dapat dilakukan oleh pemerintah, swasta 
maupun masyarakat, setiap organisasi yang dibentuk disetiap daerah baik resmi 
maupun tidak resmi harus memanfaatkan sumber daya yang terdapat didaerah 
tersebut untuk mencapai tujuan internal maupun eksternal organisasi. 
Transportasi berasal dari kata latin yaitu transportare, dimana trans berarti 
seberang atau sebelah lain dan portare berarti mengangkut atau membawa. Jadi 
transportasi berarti mengangkut atau membawa (sesuatu) kesebelah lain atau dari 
suatu tempat ke tempat lainnya. Transportasi seperti itu merupakan suatu jasa yang 
diberikan guna menolong barang atau orang untuk dibawa dari suatu tempat ketempat 
lainnya. 
Kegiatan transportasi mencakup bidang yang luas. Hampir seluruh kegiatan 
manusia tidak dilepaskan dari kebutuhan akan transportasi. Transportasi tumbuh dan 
berkembang sejalan dengan tingkat kehidupan manusia. Tanpa adanya jasa 
transportasi sebagai penunjang sulit tercapainya hasil yang memuaskan dalam usaha 





oleh mobilitas yang tinggi, yang ditandai oleh tersedianya fasilitas yang cukup serta 
memadai dan murah. 
Transportasi yang diselenggarakan harus dikelola secara efektif dan efisien agar 
kegiatan transportasi tersebut dapat memberikan pelayanan yang memuaskan, lancar, 
aman dan nyaman, oleh karena itu harus dilakukan perencanaan secara optimal. 
Undang-undang No. 14 Tahun 1992 tentang LLAJ pasal 3 berbunyi “ 
transportasi jalan diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan a 
ngkutan jalan dengan aman, cepat, lancar, tertip dan teratur, nyaman dan efisien, 
maupun memadukan moda transportasi lainnya, menjangkau semua plosok wilayah 
daratan, untuk menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas sebagai 
pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang 
terjangkau oleh masyarakat. “ melihat dari isi Undang-undang No.14 Tahun 1992 
tentang LLAJ secara detail menjelaskan tentang: 
1. Keamanan 
Penyediaan alat-alat keselamatan lalu lintas yang cukup (meliputi rambu-
rambu lalu lintas) merupakan usaha untuk mengurangi terjadinya kecelakaan lalu 
lintas yang merugikan penumpang dan barang yang diangkat serta manusia dan 
benda lainnya. Kerusakan pada harta kekayaan dan barang lain-lainnya 
merupakan kerugian materi. Kerusakan fisik dapat dicegah dengan melakukan 
pembongkaran dan pemuatan secara hati-hati. Kerusakan alamiah dapat dihindari 
dengan melengkapi alat-alat pendinginan, pemanasan, dan ventilasi. Barang-





kebakaran. Untuk angkutan penumpang perlengkapan dan alat keselamatan harus 
disediakan dan diberi sanksi tegas terhadap pemilik sarana angkutan yang tidak 
memilikinya (Rahardjo Adisasmita 50:2010). 
2. Keselamatan 
Menjamin keselamatan pada saat di halte maupun bus, dan menyediakan alat 
penyelamat di dalam bus untuk keadaan darurat. 
3. Keteraturan 
Standar minimal yang harus dipenuhi untuk memberikan kepastian waktu 
pemberangkatan dan kedatangan mobil bus serta tersedianya fasilitas informasi 
perjalanan bagi pengguna jasa. dan terdapat dua mutu pelayanan yang meliputi  
a. Indikator, dan 
b. Nilai, ukuran atau jumlah. 
4. Kenyamanan 
Barang mati tidak mengalami penurunan kualitas, barang hidup (hewan dan 
tumbuhan) tidak tersiksa dan mengalami penurunan kualitas. Sedangkan manusia 
perlu merasa nyaman sejak persiapan, maupun selama perjalanan, maupun 
sesudah menempuh perjalanan. 
5. Keterjangkauan 
Merupakan standar minimal yang harus dipenuhi untuk memberikan 
kemudahan bagi pengguna jasa mendapatkan akses Angkutan Massal Berbasis 





Menurut Setijowarno dan Frazila (2001) transportasi berarti suatu kegiatan untuk 
memindahkan sesuatu (orang dan atau barang) dari suatu tempat .ketempat yang lain, 
baik dengan atau tanpa sarana (kendaraan, pipa, dan lain-lain). 
Sedangkanmenurutsalim (2006), Transportasi adalah kegiatan pemindahan barang 
(muatan) dan penumpang dari suatu tempat ketempat lain. Jadi bila dikatakan kalau 
trasportasi merupakan usaha mengangkut atau membawa barang dan atau penumpang 
dari suatu tempat ketempat lainnya. 
Adapun unsur yang membentuk makna transportasi ialah: 
1. Manusia yang membutuhkan 
2. Barang yang dibutuhkan 
3. Kendaran sebagai alat/ sarana 
4. Jalandan terminal sebagai prasarana transportasi 
5. Organisasi (pengelolaantransportasi) 
Kelima unsur ini mempunyai ciri-ciri tersendiri yang harus dipertimbangkan 
dalam menelaah masalah transportasi. Dalam hubungan ini perbaikan atau 
peningkatan transportasi terjadi bila terjadi perlakuan dan perbaikan pada masalah 










2.4.2 Klasifikasi Transportasi  
1. Transportasi Darat 
Transportasi darat terdiri atas dua yaitu: 
a. Transportasi jalan raya 
Dalam transportasi jalan raya ini meliputi transportasi yang menggunakan 
alat angkutan yang berupa manusia, sepeda motor, becak, bus, truk dan 
kendraan bermotor lainnya. 
b. Transportasi jalan rel 
Didalam transportasi jalan rel ini digunakan alat angkutan berupa kareta api 
,yang terdiri atas lokomotif, gerbong, tangki, boks khusus, trailer dan kareta 
penumpang. Jalan yang digunakan berupa rel baja, baik dua rel maupun mono 
rel. 
 
2.5 Pengelolaan Transportasi 
Menurut Andi Mappi Sammeng (2001: 261 ) ada tiga factor penting dalam 












Untuk melakukan pengembangan transportasi hal yang harus diperhatikan 
adalah: 
1. Perencanaan 
Perencanaan transportasi merupakan pengorganisasian secara menyeluruh 
pengembangan atau pembangunan fasilitas-fasilitas sarana dan prasarana transportasi. 
Salah satu cara untuk mewujudkan pengembangan yang berkesinambungan adalah 
melalui pendekatan perencanaan transportasi. Perencanaan transportasi bertujuan 
mengembangkan system transportasi yang memungkinkan pergerakan manusia, 
barang dan sarana transportasi berpindah dari suatu tempat asal ketempat tujuan 
dengan lancer, aman atau selamat, murah dan nyaman serta terselenggara secara 
efektif dan efisien.( Adisasmita, 2011: 74 ).  
Dalam peningkatan perencanaan transportasi dilakukan beberapa cara, sebagai 
berikut: 
a. Kepemimpinan yang efektif ( effective leadership ), 
b. Kompetensi dan kemampuan anggota ( staff competence and credibility), 
c. Kualitas keterlibatan public 
d. Pengembangan etos daerah 
e. Proses penyusutan dan tepat guna 
f. Hubungan kerja sama 
g. Koordinasi penggunaan lahan 





System transportasi nasional (SISTRANAS) dalam pengembangannya 
berpedoman pada Peraturan Mentri Perhubungan No. KM 49 Tahun 2005 tentan visi 
SISTRANAS adalah terwujudnya kuntitas dan kualitas penyediaan fasilitas 
transportasi serta layanan jasa transportasi yang efektif dan efesien, sedangkan misi 
SISTRANAS adalah: 
a. Menyediakan prasarana dan sarana transportasi yang handal dan 
berkemampuan tinggi serta memenuhi standar minimal dan internasional. 
b. Meningkatkan daya saing industry jasa transportasi sehinggga dapat 
memberikan nilai tambah bagi perekonomian. 
c. Memberdayakan masyarakat dunia usaha dan pemerintah dalam rangka 
penyelenggaraan transportasi yang efektif dan efisien. 
d. Meningkatkan peran transportasi dalam mempercepat laju pertumbuhan 
pembangunan. 
2. Pelaksanaan 
Pelaksanaan suatu rencana melibatkan semua pihak ( pemerintah dan 
swasta). Adapun unsure-unsur pokok pelaksanaan suatu rencana pengembangan 
transportasi meliputi: pengesahan rencana terdiri dari sasaran, tujuan, kebijakan 
umum, dan pentahapan program ( pengembangan ) terdiri dari fasilitas, sarana 









Pembiayaan adalah pembiayaan pengadaan, pemeliharaan dan 
pengoperasian peralatan transportasi  dilakukan oleh perusahaan angkutan 
tersebut. Biaya pengembangan transportasi suatu Negara/Daerah dapat 
dikelompokkan kedalam empat golongan besar yaitu biaya persiapan 
(pemerintah, swasta, kerjasama), pembangunan prasarana (terminal, halte, jalan), 
pengadaan sarana (fasilitas penunjang/alat transportasi), biaya pemantauan. 
4. Pengendalian 
Pengemabngan pelaksanaan program khususnya program kerja atau target 
tahunan harus dipantau secara berkesinambungan. Pengendalian berupa 
pelayanan dan tanggung jawab tenaga kerja, kegiatan, pelaksanaan 
pengawasanproyek yang dilaksanakan, prasarana ( terminal , halte, jalan)serta 
pengendalian pemasaran, jumlah penumpang perbulan, tingkat kepuasan 
masyarakat dan efektivitas kegiatan promosi yang dilakukan. 
Tabel 2.1 
Kebijakan Sebagai Pedoman Perumusan Strategi dan Upaya Pengembangan 
Transportasi 
Kebijakan SISTRANAS 
1. Meningkatkan pelayanan transportasi nasional 
a. Meningkatkan kualitas pelayanan  
b. Meningkatkan keterpaduan pengembangan tataran transportasi nasional , tataran 
transportasi wilayah dan tataran transportasi local. 
c. Peningkatan peranan sector transportasi terhadap pengembangan dan peningkatan 
daya saing dan sector lain. 
d. Peningkatan dan pengembangan sector transportasi sebagai urat nadi 
penyelenggaraan system logistic nasional. 
e. Penyeibnagan peranan BUMN, BUMD, Swasta dan Koperasi  
f. Perawatan prasarana transportasi 





h. Keterpaduan antar moda 
i. Pengembangan kapasitas transportasi 
j. Peningkatan pelayanan pada daerah tertinggal 
k. Peningkatan pelayanan untuk kelompok masyarakat tertentu 
l. Meningkatkan pelayanan pada keadaan darurat 
2. Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi 
a. Peningkatan keselamatan transportasi 
b. Peningkatan keamana transportasi 
3. Meningkatnya pembinaan pengusahaan transportasi 
a. Peningkatan efesiensi dab daya saing 
b. Penyederhanaan perizinan dan deregulasi 
c. Peningkatan kompetisi moda transportasi 
d. Peningkatan standarisasi pelayanan dan teknologi 
e. Peningkatan penerimaan dan pengurangan subsidi 
f. Peningkatan aksebilitas perusahaan nasional transportasi keluar negeri 
g. Peningkatan produktivitas dan efesiensi perusahaan jasa transportasi 
h. Pembinaan BUMN 
4. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, serta ilmu pengetahuan 
dan teknologi 
a. Peningkatan inovasi melalui penelitian dan pengembangan 
b. Pengembangan pendidikan dan pelatihan transportasi 
c. Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap paeraturan perundan-undangan 
transportasi 
5. Meningkatnya pemeliharaan dan kualitas lingkungan hidup serta 
penghematan penggunaan energy 
a. Peningkatan proteksi kualitas lingkungan 
b. Peningkatan kesadaran terhadap ancaman tumpahan minyak 
c. Peningkatan konservasi energy 
d. Penghematan pengguna ruang 
6. Meningkatnya penyediaan dana pembangunan transportasi 
a. Peningkatan penerimaan dari pemakai jasa transportasi  
b. Peningkatan anggaran pembangunan nasional dan daerahPeningktan partisipasi 
swasta dan koperasi 
c. Pemanfaatan hibah/bantuan luar negeri untuk program-program tertentu 
7. Meningkatnya kualitas administrasi Negara disektor transportasi 
a. Penerapan manajemen modern 
b. Pengembangan data dan perencanaan transportasi 
c. Peningkatan struktur organisasi 
d. Peningkatan sumber daya manusia 
e. Peningkatan system pemotivasian 







Aktivitas yang dilakukan dalam sebuah organisasi meliputi struktur, koordinasi, 
pelaksanaan program pelatihan dan pendidikan serta peraturan. Dalam Undang-
undang No. 22 Tahun  2009 Pasal 5 ayat 1 dan 2 menegaskan bahwa “Negara 
bertanggung jawab atas lalu lintas dan angkutan jalan , sedangkan pemerintah 
melaksanakan pembinaannya.” 
Pengaturan merupakan salah satu kegiatan kepastian hukum.Dengan adanya 
kepastian hukum suatu lembaga dapat menyelenggarakan kegiatannya dengan 
perasaan nyama dan tenang. Dalam system kelembagaan transportasi hal yang harus 
diperhatikan adalah: 
1. Koordinasi 
Koordinasi (coordination) adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan 
kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah ( departemen atau bidang-
bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara 
efisien. Rencana pembangunan, yaitu (a) selalu terhubung dengan masa depan, (b) 
didasarkan pada beberapa tujuan dan (c) memerlukan koordinasi yang digunakan 
untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Koordinasi harus menghindari adanya 
inkonsistensi dalam penencanaan ( Adisasmita, 2001: 42 ). Adapun unsure-unsur 
koordinasi menurut Syafie (dalam Monicca, 2013:5), meliputi: 
a. Pengaturan 
b. Sinkronisasi 





d. Tujuan bersama 
2. Pendidikan 
Pendidikan transportasi adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar 
dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pembentukan sikap perilaku sumber 
daya manusia (SDM)  yang diperlukan dalam penyelenggaraan transportasi. 
3. Pelatihan 
Dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi 
diperlukan pelatihan transportasi yang terencana, terarah dan terpadu serta 
memenuhi standar nasional dan internasional agar tercipta keberhasilan sector 
transportasi. 
Palatihan transportasi adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam 
rangka meningkatkan keahlian, keterampilan dan pembentukan sikap prilaku 
sumberdaya manusia (SDM) yang diperlukan dalam penyelenggaraan transportasi. 
2.5.3 Pengaturan 
Menurut Ruray (2012: 104) pengelolaan lingkungan dapat dilakukan dengan 
pendekatan hukum administrative. Pendekatan hukum lingkungan administrative ini 
akan memberikan focus instrument-instrumen kebijakan yang diterapkan, meliputi 
penerapan “instrument teknologi” untuk memilih teknologi dalam mengurangi 
dampak lingkungan, “ instrument ekonomi” berupa kebijkan tariff untuk membuat 
masyarakat sadar akan ongkos yang harus ditanggung, dan “instrument perencanaan” 
transportasi dalam pengembangan wilayah yang mengarahkan pada pengurangan 





2.6 Konsep Peranan Pemerintah Dlam Bidang Transportasi 
Pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonomyang 
lain sebagai eksekutif dearah dalam penyelenggaraannyadilakukan bersama-sama 
DPRD. Dalam pasal 18 UUD 1945 mengatakan bahwa pembagian daerah Indonesia 
atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahnya ditetapkan dengan 
Undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar dan permusyawaratan 
dalam system pemerintah Negara dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang 
bersifat istimewah. 
Puspito (1989:21) mengungkapkan pengertian peranan merupakan suatu konsep 
fungsional yang menjelaskan fungsi (tujuan) seseorang dan dibuat atas dasar tugas-
tugas yang nyata dilakukan oleh seseorang. Jadi, peranan merupakan suatu konsep 
yang berisikan arah yang akan ditinjau seseorang untuk menyelesaikan tugas-tugas 
yang dikerjakan. 
Dalam kebijakan transportasi secra nasional, pemerintah merumuskan berbagai 
trategi dan upaya yang diharapkan utamanya kepada: (1) meni ngkatnya kualitas 
pelayanan transportasi, (2) meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi, (3) 
meningkatnya pembinaan pengusahaan transportasi, (4) meningkatnya kualitas 
sumber daya mnausia, serta ilmu pengetahuan teknologi, (5) meningkatnya 
pemeliharaan dan kualitas lingkungan hidup serta penghematan penggunaan energy, 
(6) meningkatnya penyediaan dana pembangunan transportasi, (7) meningkatnya 






2.7 Konsep Damri 
2.7.1 Pengertian Damri ( Djawatan Angkoetan Motor Republik Indonesia ) 
Perum Damri adalah perusahaan umum yang berbadan hukum dengan tugas 
utama menyelenggarakan angkuatan penumpang dan barang diatas jalan dengan 
menggunakan kendaraan bermotor. Damri adalah singkatan dari Djawatan Angkoetan 
Motor Republik Indonesia (ER, EYD: Jawatan Angkutan Motor Republik Indonesia) 
yang dibentuk berdasarkan maklumat Kementrian Perhubungan RI Nomor. 
01/DAMRI/46 tanggal 25 november 1946 dengan tugas utama menyelenggarakan 
kendaraan bermotor. Dalam perkembangan selanjutnya sebagai PERUM, nama 
Damri tetap diabadikan sebagai brand mark dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 
yang hingga saat ini masih tetap konsisten menjalankan tugasnya sebagai salah satu 
penyelenggara jasa angkutan penumpang barang dengan menggunakan bus dan truk. 
Hingga saat ini Damri masih memiliki jaringan pelayanan tersebar hamper seluruh 
wilayah Republik Indonesia. Dalam kegiatan usahanya Damri menyelenggarakan 
pelayanan angkuatan kota, angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan kota antar 
provinsi, antaran khusus Bandar udara, angkutan pariwisata, angkutan logistic, 
angkutan keperintisan dan angkutan lintas batas negara. 
Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 pasal 
6 tentang sifat, maksud dan tujuan Perum Damri, maksud dan tujuan perusahaan 
adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum 
penyelenggaraan jasa angkutan umum, penumpang dan barang diatas jalan dengan 





dengan prinsip pengelolaan perusahaan. Selanjutnya dalam pasal 7 dijelaskan 
mengenai kegiatan dan pengembangan usaha yang dibagi menjadi tiga, yaitu: 
1. Jasa angkutan penumpang untuk umum dan atau barang. 
2. Angkutan perintis berdasarkan penugasan pemerintahan. 
3. Usaha-usaha lain yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan 
perusahaan. 
Berdasarkan SK Dirjen 68/2002, mengatur lama perjalanan ke dan dari tempat 
tujuan setiap hari rata-rata satu sampai satu setengah jam, maksimal dua sampai tiga 
jam. Kecepatan perjalanan ( kilometer per jam ), adalah waktu yang dibutuhkan untuk 
menempuh satu kilometer dari panjang trayek, satuan yang digunakan menit per 
kilometer. 
2.7.2 Damri Kabupaten Kampar 
Bus Damri Kabupaten Kampar merupakan angkutan yang paling banyak dipilih 
oleh masyarakat di Kabupaten Kampar sebagai transportasi untuk umum di dalam 
kota khususnya jurusan XIII Koto Kampar-bangkinang. Beberapa penyebab tersebut 
antara lain tarif angkutan yang murah, hemat pengeluaran dibandingkan dengan 
menggunakkan kendaraan pribadi, mengurangi dari kemacetan lalu lintas, bebas dari 
polusi lingkungan, nyaman, dan waktu perjalanan yang lebih cepat. Menggunakkan 
jasa transportasi kota merupakan salah satu solusi dalam mengurangi kemacetan lalu 
lintas di perkotaan tetapi tetap tidak bisa menghindar dari kemacetan lalu lintas di 
perkotaan karena masih sedikitnya kesadaran masyarakat menggunakkan jasa 





2.8 Pandangan Islam Tentang Pengelolaan Transportasi 
Dalam Al-Qur’an Allah SWT berbicara mengenai pengelolaan ini yaitu surat Al-
isra ayat 26 yaitu sebagai berikut: 
                  
Artinya:” dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada 
orang miskindan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu 
menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros .”( QS. Al-Israa:26) 
 
Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah SWT menyuru hambanya untuk selalu 
hidup deengan tidak berlebihan atau mengelola sesuatu dengan ketepatan sehingga 
tujuan/sasaran yang di inginkan dapat tercapai dengan maksimal dan efektif. 
Sebagai seorang pembeli, seorang muslim harus mengikuti aturan Allah SWT 
misalnya dengan memberikan kemudahan-kemudahan yang bersifat kebijaksanaan 
dalam proses transaksi atau dengan tidak menawar barang yang sedang ditawar oleh 
orang lain. Islam mengajarkan bila ingin memberikan hasil usaha baik berupa 
barangmupun jasa hendaknya memberikan yang berkualitas, jangan memberikan hal 
yang buruk atau tidak berkualitas kepada orang lain. Seperti dijelaskan dalam Al-
Qur’an surat Al-Baqarah ayat 267 yaitu: 
                                
                                   
Artinya: “Hai orang-orang beriman, nafkahkanlah (dijalan allah) sebagaian dari 
hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan 
dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk 
lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau 





ketahuilah, bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji”.(QS. Al-
Baqarah:267) 
 
Dalam ekonomi Islam, keputusan pilihan tidak dapat dilakukan semaunya saja, 
semua perilaku harus dipandu oleh Allah lewat Al-quran dan Hadis. Fasilitas dalam 
Islam dan konvensional juga tidak mengalami perbedaan yang signifikan, 
perbedaanya hanya terletak pada proses penggunaannya yang mana ketika pelaku 
bisnis memberikan pelayanan dalam bentuk fisik hendaknya tidak menonjolkan 
kemewahan. Islam menganjurkan setiap pelaku bisnis untuk bersikap professional 
yakni dapat bekerja dengan cepat dan tepat sehingga tidak menyia-nyiakan amanat 
yang menjadi tanggung jawabnya. 
 
2.9 Penelitian Terdahulu 
Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan 
penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji 
penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan 
penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis 
mengankat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkarya bahan kajian 
pada penelitian penulis.Berikut merupakan penelitian terdahulu yang terkait dengan 
penelitian yang dialkukan penulis. 
Pertama adalah penelitian oleh Ibnu Wardana dengan judul “Integrated 
Transportation System Bus Damri Menggunakan PYQGIS, WEBGIS dan Android 





ini yaitu bagaimana merancang dan membangun system transportasi yang terintegrasi 
menggunakan PYQGS,WebGIS dan Android di Dinas Perhubungan Kabupaten 
Kampar dan tujuan penelitian ini adalah mengusulkan suatu system informasi 
transportasi berbasis Geografik information system (GIS) yang mengintegrasi Perum 
Damri dan Dinas Perhubungan kabuapaten Kampar untuk memudahkan penyampaian 
informasi masyarakat. 
Perbedaan penelitian Ibnu Wardana dengan penelitian ini ialah penelitian 
terdahulu  mengguanakan metode penelitian kuantitatif, dan menggunakan konsep 
operasional peraturan bupati kampar nomor 35 tahun 2008 tentang pengelolaan 
sistem transportasi dikabupaten kampar. Lokasi penelitian terletak di dinas 
perhubungan kabupaten kampar. Sedangkan penelitian ini menggunakan metode 
kualitatif dan menggunakan konsep operasional Undang-undang nomor 22 tahun 
2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, kemudian lokasi penelitian ini terletak di 
dinas perhubungan kabupaten kampar. 
Kemudian yang kedua yaitu penelitian oleh Rizki Oktavianti dengan judul 
“Implementasi kebijakan transportasin umum dikota semarang (studi kasus perum 
damri)” permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan Bus Damri 
dikota semarang serta bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang 








2.10 Defenisi Konsep 
Untuk memudahkan menganalisa serta membatasi ruang lingkup penelitian, 
maka penulis akan menjelaskan beberapa defenisi tentang penelitian ini, sebagai 
berikut: 
1. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk 
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 
setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
2. Kebijakan, adalah sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan 
sesuatu 
3. Implementasi Kebijakan, implementasi dari suatu kebijakan atau program 
merupakan rangkaian pilihan yang kurang lebih berhubungan (termasuk keputusan 
untuk bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah yang 
diformulasikan dalam bidang-bidang baik kesehatan, kesejahteraan sosial, 
ekonomi, administrasi. Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, 
yaitu: (1) komunikasi (2) sumber daya (3) disposisi (4) struktur birokrasi. 
4. Pemerintah Daerah  
Mendefenisikan pemerintah daerah sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah 
otonom untuk mengatur dan mengurus diri urusan pemerintahan dan kepentingan 
masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
5. Bus Damri 
Sarana angkutan umum massal yang dikenal dengan Bus Damri Kampar ini, 





serta sebagai pelayanan transportasi perkotaan. Pelaksanaan kebijakan ini 
berdasarkan surat Keputusan Mentri Perhubungan Nomor KP.111 Tahun 2009 
dimana kabupaten Kampar termasuk kota percontohan di bidang transportasi. 
2.11 Konsep Operasional 
Konsep operasional adalah suatu penelitian yang memberitahukan bagaimana 
cara mengukur sautu variabel sehingga melalui pengukuran itu dapat mengetahui 
indikator-indikator apa saja sebagai pendukung untuk analisis dari variable tersebut. 
Adapun indicator-indikator dalam penelitian ini meliputi: 
Tabel 2.2 Konsep Operasional 










No. 22 Tahun 
2009 tentang 





1. Dilakukan oleh pemerintah, 
pemerintah daerah, badan hukum, 
dan / atau masyarakat 
2. Keamanan 
 
1. Halte dan fasilitas pendukung halte 
2. Bus dan fasillitas pendukung bus 
3. Keselamatan  1. Manusia 
2. Bus 
3. Prasarana 
4. Keteraturan 1. Waktu tunggu 
2. Informasi pelayanan 
3. Informasi waktu kedatangan 
mobil/bus 
4. Informasi halte yang akan dilewati 
5. Ketepatan dan kepastian jadwal 
kedatangan dan keberangkatan mobil/ 
bus 
5. Kenyamanan 1.Halte dan fasilitas pendukung halte 
2.Bus dan fasilitas 
pendukung bus 
6. Keterjangkauan 1.Kemudahan perpindahan penumpang 
antar koridor 






Uma Sekaran dalam Sugiyono, (2007:65) mengemukakan bahwa kerangka 
berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan 
berbagai faktor yang telah di identifikasi sebagai masalah yang penting. 
Kerangka pikiran ini bertujuan untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang 
variabel penelitian dan indikator-indikator yang menentukannya. Adapun kerangka 
pikiran dalam penelitian ini adalah: 
Tabel 2.3 KerangkaPemikiran 
Sumber: data olahan hasil penelitian tahun 2019 
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3.1 Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif menurut sugiyono (2005:1), 
adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek 
alamiah, sebagai lawannya adalah eksperimen, dimana peneliti adalah sebagai 
instrument kunci, teknik pengumpulan data bersifat induktif, dan hasil penelitian 
kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi. 
Suatu penelitian yang berusaha menjawab dan menganalisa bagaimana 
Implementasi Kebijakan Transportasi Angkutan Umum Bus Damri Bagi 
Masyarakat di Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar. 
 
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar dan 
Kecamatan XIII Koto Kampar . Alasan penulis memilih XIII Koto Kampar 
sebagai tempat penelitian adalah karena Kecamatan tersebut dimana masih banyak 
terdapat masyarakat berpenghasilan rendah dan yang sangat membutuhkan 
kendaraan umum seperti Bus Damri. 
 
3.3 Informan Penelitian 
Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan data, 
informasi tentang situasi dan kondisi, latar belakang penelitian ( Moloeng 2009 : 





akan diteliti, purposive sampling dalah teknik penentuan sampel dengan 
pertimbangan tertentu. Dalam penelitian ini digunakan teknik purposive sampling. 
Adapun yang menjadi informa penelitian ini dan akan memberikan keterangan 
tambahan demi mendapatkan data yang utuh dalam penelitian ini adalah: 
Tabel 3.1 
Informa Penelitian 
No Informa Jumlah 
1 Kepala Unit 1 
2 Kasubbag tata usaha DISHUB Kabupaten Kampar 1 
3 Karyawan 1 
4 Masyarakat pengguna Bus Damri 10 
Jumlah 13 
Sumber: Data Olahan Penelitian di Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar 2019 
 
3.4. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut:  
a. Pengamatan (Observasi) S.Margono (dalam buku Nurul Zuriah: 2009: 
173) observasi diartikan “ sebagai pengamatan dan pencatatan secara 
sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Dengan 
demikian peneliti dengan mengadakan pengamatan langsung dilapangan 
untuk melihat secara jelas bagaimana permasalahan yang ada dapat diteliti 
dengan benar. 
b. Wawancara(interview), yaitu teknik untuk mendapatkan data dan 
informasi dengan mengadakan tatap muka/tanya jawab langsung dengan 





c. Dokumen/Arsip yaitu metode digunakan untuk mengumpulkan data dan 
informasi mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa 
catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, agenda dan 
sebagainya.  
Menurut Sugiyono (2010: 329) dokumen merupakan catatan peristiwa 
yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-
karya monumental dari seseorang. Penggunaan metode dokumentasi dalam 
penelitian ini guna melengkapi data yang tidak dapat diperoleh melalui 
wawancara dan observasi 
 
3.4  Teknik Analisis Data  
Analisis data adalah langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian 
menjadi data, dimana data yang diperoleh dikerjakan dan dimanfaatkan 
sedemikian rupa sehingga dapat menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam 
menyusun penelitian. Teknik analisis data terdapat beberapa komponen pokok, 
menurut Ulber Silalahi (2010:339) yaitu: 
1. Reduksi Data 
Reduksi data merupakan komponen pertama analisis data yang mempertegas, 
memperpendek, membuat focus, membagi hal yang tidak penting dalam 
mengatur data sedemikian rupa sehingga dapat membuat kesimpulan akhir. 
2. Penyajian Data 
Penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang kemungkinan 





disajikan, kita ,melihat dan akan memahami apa yang sedang terjadi dan apa 
yang harus cdilakukan lebih jauh tindakan-tindakan bderdasarkan atas 
pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut. 
3. Menarik kesimpulan 
Kesimpulan atau kesimpulan-kesimpulan diverifikasi selama penelitian 
berlangsung. Verivikasi ini mungkin sesingkat pemikiran kembali yang 
terlintas didalam pikiran penganalisis selama dia menulis, suatu tujuan ulang 
pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin begitu seksama dengan 
peninjauan kembali untuk mengembangkan “kesepakatan intersubjektif”. 
Singkatnya, makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, 
kekuatannya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Jika 
tidak demikian, yang kita miliki adalah ciri-ciri yang menarik mengenai suatu 






GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 
4.1 Gambaran Umum Wilaya Kabupaten Kampar 
Letak Kabupaten Kampar sangat strategis, karena disamping diapit oleh dua 
Kabupaten/Kota yaitu Pekanbaru dan Rokan Hulu. Kabupaten Kampar merupakan 
jalur lintas barat yang menghubungkan beberapa kota di Sumatra dan juga berada 
dikawasan segitiga pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Malaysia, Singapur (IMS-
GT) dan kawasan segitiga pertumbuhan ekonomi Indonesia-Malaysia-Thailan 
(IMT-GT). 
 
4.2 Tinjauan Historis 
Secara hustoris kabupaten Kampar berdiri pada tahun 1949 melalui surat 
keputusan Gubernur Militer Sumatra Tengah Nomor: 10/GM/STE/49 tanggal 9 
November 1949. Ibu kota kabupaten Kampar pada awalnya adalah Pekanbaru 
dengan wilaya pemerintahan daerah-daerah bekas kewedanaan pelalawan, pasir 
pengaraian, bangkinang dan pekanbaru luar kota. Kemudian berdasarkan undang-
undang No. 12 tahun 1956 ibu kota kabupaten Kampar dipindahkan kebangkinang 
dan baru terlaksanan tanggal 6 juni 1967. 
Pemindahan ibu kota kabupaten kebangkinang tersebut dilator belakangi 
antara lain oleh beberapa factor sebagai berikut. 
1. Pekanbaru sudah menjadi ibu kota Provinsi Riau 






3. Mengingat luasnya daerah kabupaten Kampar sudah sewajarnya dipindahkan 
kebangkinang juga mengingat efisiensi pengurusan Pemerintah dan 
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 
4. Proyek masa depan kabupaten Kampar tidak mungkin lagi dibina dengan baik 
dari Pekanbaru 
5. Bangkinang terletak ditengah-tengah daerah kabupaten Kampar, yang dapat 
dengan  mudah untuk melaksanaan pembinaan keseluruhan wilayah kecematan 
dan sebaliknya. 
Kemudian sejalan diberlakukannya reformasi politik yang dilandasi oleh 
semangat demokrasi dan pelaksanaan otonomi daerah, Kabupaten Kampar 
bersadarkan Undang-undang No 53 Tahun 1999 dimekarkan menjadi tiga wilayah 
pemerintahan, yaitu kabupaten Kampar, kabupaten rokan hulu, dan kabupaten 
pelalawan. 
 
4.3 Kondisi Geografis 
Kabupaten Kampar memiliki luas 10.983,46 km2 yang wilayahnya berada 
diposisi 1 
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten bengkalis dan Kabupaten Rokan 
Hulu. 
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Sengingi dan 
Kabupaten Indragiri Hulu. 
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatra Barat. 





Kondisi wialyah Kabupaten Kampar terdiri dari daerah perbukitan dan 
beberapa sungai. Sebagian besar kabupaten Kampar merupakan daerah perbukitan 
yang berada disepanjang Bukit Barisan yang berbatasan dengan Provinsi Sumatra 
Barat dengan ketinggian antara 0-500 meter dari permukaan laut. Disamping itu, 
sebagian besar wilaya ini dialiri oleh sungai- sungai besar yaitu sungai Kampar 
dan sungai siak.Sungai Kampar yang panjangnya lebih 413.5 km dengan 
kedalaman rata-rata 7.7 meter dengan lebar rata-rata 147 meter. Seluruh bagian 
sungai ini termasuk dalam kabupaten Kampar yang meliputi Kecamatan XIII 
Koto Kampar, Bangkinang, Bangkinang Barat, Kampar Siak Hulu , dan Kampar 
Kiri. Kemudian sungai siak bagian hulu panjangnya lebih kurang 90 km dengan 
kedalaman rata-rata 8-12 meter yang melintasi kecamatan Tpung. Sungai-sungai 
besar yang terdapat dikabupaten Kampar ini berfungsi antara lain sebagai sumber 
energy listrik (PLTA Koto Panjang), prasarana perhubungan, dan suber daya air 
bersih budi daya ikan. Kabupaten Kampar pada umumnaya beriklim tropis.\ 
 
4.4 Penduduk 
Secara administrasi pemerintahan, kabupaten Kampar terbagi kedalam 21 
kecamatan yang terdiri dari kecamatan Bangkinang, Kecamatan Kampar, 
Kecamatan Tambang, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kecamatan Kuok, 
Kecamatan Siak Hulu, Kecamatan Kampar Kiri, Kecamatan Kmapar Kiari Hialir, 
Kecamatan Kiari Hulu,Kecamatan tapung, Kecamatan Tapung Hilir, Kecamatan 
Tapung Hulu, Kecamatan Salo, Kecamatan Rimbo Jaya, Kecamatan Bangkinang 
Seberang, Kecamatan Paerhentian Raja, Kecamatan Kampar Timur, Kecamatan 
Kampar Utara, Kecamatan Kampar Kiri Tengah,Kecamatan Gunung Sahilan, dan 





4.5 Jumlah Penduduk Kabupaten Kampar  
Penduduk merupakan unsur penting dalam pembangunan, baik sebagai objek 
pembangunan maupun sebagai subjek pembangunan itu sendiri. Sebagaimana 
diprioritaskan oleh pemeritah bahwah factor penduduk merupakan modal dasar 
dari pelaksanaan pembangunan. 
Penduduk dalam wilayah Kabupaten Kampar pada tahun 2018 berjumlah 
933.202 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut: 
Table 4.1 : 





Jenis kelamin  
Jumlah Laki-laki Perempuan 
1 Bangkinang  20.920 20.222 41.142 
2 Kampar  27.655 26.529 54.184 
3 Tambang  41.494 38.562 80.056 
4 XIII Koto Kampar 13.903 12.954 26.857 
5 Bangkinang Barat 13.952 13.278 27.230 
6 Siak Hulu 52.675 49.029 101.704 
7 Kampar Kiri 18.787 17.076 35.863 
8 Kampar Kiri Hilir 7.327 6.582 13.909 
9 Kampar Kiri Hulu 6.699 6.266 12.965 
10 Tapung  59.697 54.864 113.561 
11 Tapung Hilir  36.859 33.666 70.525 
12 Tapung Hulu 58.952 53.650 112.602 
13 Salo  16.437 15.132 31.569 
14 Rimbo Jaya 10.543 10.019 20.562 
15 Bangkinang Seberang 19.005 17.910 36.915 
16 Perhentian Raja 11.809 10.822 22.631 
17 Kampar Timur 14.700 13.943 28.643 
18 Kampar Utara 10.510 10.172 20.682 
19 Kampar Kiri Tengah 17.135 15.414 32.549 
20 Gunung Sahilan 13.230 12.227 25.457 
21 Koto Kampar Hulu 12.239 11.357 23.596 
Jumlah 484.528 448.674 933.202 





Berdasarkan table diatas dapat dilihat bahwah jumlah penduduk di Kabupaten 
Kampar menurut jenis kelamain yang man laki-laki lebih banyak jumlahnya 
daripada jenis kelamin perempuan. 
 
4.6 Sejarah Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar 
Pada masa orde baru kewenangan bidang perhubungan yang menyangkut 
bidang transportasi, jalan, angkutan orang dan barang, terminal dan perparkiran 
ada pada departemen perhubungan. Untuk daerah tingkat 1 propinsi riau 
Depaetemen perhubungan berbentuk kantor wilaya yang kewenangannya meliputi 
seluruh wilayah Daerah tingkat 1 propinsi riau.selanjutnya kantor wilaya (kanwil) 
Derah Tingkat 1 propinsi riau membentuk kanwil pembantu pada masing-masing 
daerah tingkat II kabupaten. 
Pada tahun 1993 Dearah tingkat II Kabupaten Kampar yang masuk dalam 
Daerah Tingkat 1 provinsisi riau.dibentuk III kanwil pembantu dan melingkupi 
beberapa kecamatan yaitu antara lain: 
1. Kanwil pembantu I yang berkedudukan di Bangkinang 
2. Kanwil pembantu II yang berkedudukan di Pasir Pengaraian 
3. Kanwil pembantu III yang berkedudukan di Pelalawan. 
Setelah bergulirnya otonomi daerah kewenangan perhubungan diberikan 
kepada daerah tingkat II kabupaten.Untuk Kabupaten Kampar kanwil berubah 
menjadi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya yang dipimpin oleh seorang 
kepala Dinas yang pembentukannya berdasarkan peraturan daerah. Adapun aturan 






1. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Kabupaten Kampar. 
2. Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten Kampar. 
3. Dinas Perhubungan Pariwisata dan Seni BudayaKabupaten Kampar. 
4. Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Kampar. 
5. Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar. 
 
4.7 Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi 
Kabupaten Kampar 
Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dipimpin 
olehseorangKepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 
BupatiKampar melaluiSekretaris Daerah Kabupaten.Dinas Perhubungan 
mempunyai tugas pokok melaksanakansebagian kewenanganPemerintah Daerah 
dalam bidang Perhubungan.Dalam melaksanakantugas pokok Dinas Perhubungan 
mempunyai Fungsi. 
1. Perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan 
2. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang perhubungan 
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya 
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan 









4.8 Struktur Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar 
Berdasarkan pasal 3 peraturan bupati kampar nomor 50 tahun 2016 tentang 
kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas 
perhubungan kabupaten kampar adalah sebagai berikut: 
1. Kepala dinas 
2. Sekretaris terdiri dari: 
a. Sub bagian perencanaan dan evaluasi 
b. Sub bagian keuangan dan aset 
c. Sub bagian kepegawaian dan umum 
3. Bidang lalu lintas terdiri dari: 
a. Sekasi manajemen dan rekayasa lalu lintas 
b. Seksi analisis dampak lalu lintas 
4. Bidang angkutan dan sarana terdiri dari: 
a. Seksi angkutan  
b. Seksi pengujian sarana 
5. Bidang prasarana terdiri dari: 
a. Seksi pembangunan prasarana 
b. Seksi pengoperasian prasarana 
6. Bidang pengembangan dan keselamatan terdiri dari: 
a. Seksi pemaduan moda dan teknologi perhubungan 
b. Seksi keselamatan dan lingkungan perhubungan 
7. Kelompok jabatan fungsional 





4.8.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 
Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar. 
Permasalahan yang terjadi, diidentifikasikan karena masih kurangnya 
manajemen dibawah ini: 
1. Kurangnya manajemen transportasi 
Manajemen lalu lintas (transportasi) adalah serangkaian: 
a. Kegiatan yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, operasional dan 
pengawasan 
b. Koordinasi antara infrastruktur, lalu lintas dan pengaturan  
c. Teknik manajemen lalu lintas 
d. Impact group/stake holder 
Yang bertujuan untuk kelancaran lalu lintas, disamping tujuan tersebut juga di 
maksudkan agar efisien dan selamat atau yang lazim disebut dengan Eficiency, 
biaya pemakai (User cost). 
Manajemen lalu lintas tersebut terbagi menjadi 3 kategori, yaitu: 
a. Manajemen kapasitas, yaitu peningkatan kapasitas jalan dan kendaraan 
b. Manajemen prioritas, yaitu memprioritaskan kendaraan tertentu 
c. Manajemen permintaan, yaitu metode yang diharapkan agar pemakai jalan 
memberikan respon terhadap suatu kondisi tertentu yang timbul kareana 
penerapan kebijaksanaan perbatasan lalin yang diberlakukan atau untuk 
membatasi permintaan. 
 





Instansi perhubungan adalah instansi teknis, maka dibutukan penyelesaian 
terhadapa calon aparatur yang akan bekerja di istansi teknis ini. Karena tujuan 
utama dari transportasi itu adalah keselamatan (safety), dan ukuran dari 
keselamatan adalah cepat, selamat dan aman. Dengan beberapa kondisi pada 
waktu dan jalan yang antaralain: was-was, terlindungi, resiko/kecelakaan, bebas 
dan pejalan kaki atau sama dengan istilah motorised trip atau pejalan kaki. 
4.8.2 Dentifikasi Permasalahan Bidang SI IT Transportasi 
1. Belum terlaksananya sistem jaringan SI IT yang memadai 
2. Belum terlaksananya tertip dan berlalu lintas dalam wilayah kabupaten kampar 
3. Masih terbatasnya sarana dan prasarana SI IT di kabupaten kampar 
4. Masih rancuhnya tugas dan kewenang dinas perhubungan kabupaten kampar 
dengan dinas perumahan dan pemukiman kabupaten kampar dalam hal 
penanganan penerangan jalan 
5. Kurangnya aparatur yang memiliki keahlian di bidang SI IT Transportasi di 
kabupaten kampar. 
4.8.3 Penentuan Isu-isu Strategis 
1. Pengembangan aglomerasi pekansikawan 
Pemerintah kabupaten kampar sedang mendorong upaya pembangunan 
sektor transportasi, yaitu: 
a. Ketersedian bus rapit transit 








4.8.4 ATCS dan PJU Smart Light Syistem 
Kabupaten kampar khususnya kota bangkinang, sedang berbenah untuk 
ketersediaan area traffic control syistem dan penggunaan penerangan jalan umum 
berbasis IT dengan smart light. 
Perlu penepatan CCTV di beberapa koridor jalan sehingga terkoneksi antar 
moda dan pengurusan transportasi lainnya. 
4.8.5 Kampar Destinasi Wisata 
Kabupaten kampar yang menjadi salah satu destinasi wisata andalan Riau 





















Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi 
Kebijakan Transportasi Angkutan Umum Bus Damri Bagi Masyarakat di 
Kecamatan XIII Koto Kampar maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Bahwa Implementasi Kebijakan Transportasi Angkutan Umum Bus Damri 
Bagi Masyarakat Di Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar 
diukur dengan menggunakan Indikator Peraturan Perundang-undangan  
Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) yang 
terdiri dari 5 indikator yaitu:  Keamanan, Keselamatan, Keteraturan, 
Kenyamanan dan Keterjamgkauan dinilai BELUM OPTIMAL. Karena dari 5 
indikator, 4 diantaranya belum terlaksanan sepenuhnya. 
2. Berdasarkan hasil analisis dan temuan serta pembahasan bab-bab sebelumnya 
peneliti juga menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang menghambat 
Kebijakan  Pengadaan Bus Damri Kampar adalah: a). Sumber Daya, b). Agen 










Demi tercapainya pelaksanaan implementasi kebijakan angkutan umum bus 
damri Bagi Masyarakat di  Kecamatan XIII Koto Kampar yang lebih baik lagi, 
maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut: 
1. Perusahaan Damri Kabupaten Kampar harus memberikan pelatihan agar 
tenaga kerja memiliki keahlian dan kemampuan dalam mengoperasikan 
Damri. Sebagai pengelola harus dapat mengkoordinasikan sumber daya yang 
tersedia dan melakukan kerja sama dengan pihak swasta maupun pemerintah 
dalam pembangunan dan memajukan Damri sebagai angkutan umum yang 
lebih handal serta efektif dan efisien bagi masyarakat. 
2. Pengelola harus mengenalkan Damri melalui segala media baik itu media 
elektronik, media masa ataupun internet serta melanjutkan kerja sama dengan 
pihak swasta ataupu pemerintah dalam mengadakan kegiatan-kegiatan dalam 
pengenalan Damri di Kabupaten Kampar khususnya di Kecamatan XIII Koto 
Kampar. 
3. Pemerintah harus lebih memperhatikan perkembangan Damri dengan 
memberikan bantuan dana dalam membangun dan memperbaiki serta 
memelihara sarana dan prasarana untuk kenyamanan penumpang karena 
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LAMPILAN I: DATA WAWANCARA 
Implementasi kebijakan Transportasi Angkutan Umum Bus Damri Bagi 
Masyarakat Di Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar 
1. Kepala Bidang Angkutan Dan Sarana Dinas Perhubungan Kabupaten 
Kampar 
2. KASUSUBAG Bagian Kepegawaian Dan Umum Dinas Perhubungan 
Kabupaten Kampar 
3. Pengawas Terminal Bus Damri  
4. Masyarakat Pengguna Bus Damri 
Daftar Pertanyaan Wawancara 
1. Bagaimana sejarah berdirinya dinas perhubungan kabupaten Kampar? 
2. Bagaimana kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar dalam 
memberikan pelayanan angkutang umum Bus Damri Pada masyarakat di 
Kecamatan XIII Koto Kampar? 
3. Penyelenggaraan  
a. Bagaimanakah menurut bapak  penyelenggaraan pelaksanaan UU No. 
22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang ada di 
daerah kab kampar . apakah sudah terlaksana dengan baik atau 
belum?Kalau sudah terlaksana, apa saja contoh yang sudah 
terlaksana?kalau belum, apa kendala yang dihadapi sehingga belum 
terlaksana. 
4. Pengembangan  
 
 
a. Perencanaan  
1. Bagaimana pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana 
yang dilakukan oleh pihak Damri Kabupaten Kampar? 
2. Apakah dengan adanya Damri telah meningkatkan kinerja ruas 
jalan sehingga mengurangi tingginya angka kecelakaan dan 
mengurangi kemacetan lalu lintas? 
b. Pelaksanaan 
1. Apakah kerja sama anatara pihak pengelola dan pihak swasta 
dalam memenuhi kebutuhan transportasi telah berjalan dengan 
baik? 
c. Pembiayaan  
1. Apakah dengan adanya Damri mengurangi biaya yang masyarakat 
keluarkan dalam melakukan perjalanan sehingga perekonomian 
masyarakat dapat meningkat? 
2. Bagaimana penanganan dalam pemeliharaan dan perbaikan-










Tiket Bus Damri 
 
 






 Peneliti dengan kepala bidang angkutan dan sarana Dinas Perhubungan Kabupaten 
Kampar, tanggal 26 juli 2019 
 
Dokumen 2 wawancara dengan kepala bidang pengembangan dan keselamatan, tanggal 




Wawancara dengan karyawan dinas perhubungan, tanggal 18 juli 2019 
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